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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejarah Perusahaan Bank Indonesia 

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia. Bank ini 

memiliki nama lain De Javasche Bank yang dipergunakan pada masa Hindia 

Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai 

dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua 

aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan 

terhadap mata uang negara lain. 

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan 

tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta 

mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar 

tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif 

dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan dialihkan kepada 

Otoritas Jasa Keuangan, tugas BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap 

berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan secara 

makro. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk 

mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI 

dipimpin oleh Dewan Gubernur.  
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Pada 1828 De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda 

sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Tahun 

1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank 

Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral, 

dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di 

samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan 

Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB 

sebelumnya. 

Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur 

kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank 

lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank 

Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan 

mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan 

kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Tahun 1999 merupakan Babak baru 

dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan UU No.23/1999 yang menetapkan 

tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai 

rupiah. 

Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamendemen dengan 

fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang 

Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. Pada tahun 2008, Pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank 
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Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. 

Amendemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional 

dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap 

Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia. 

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan 

hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik 

Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang 

merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat 

luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank 

Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar 

pengadilan. 

Tujuan dan Tugas Bank Indonesia 

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu 

tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan 

nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap 

barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama 

tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada 

perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan 

tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank 

Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau 

tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. 
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Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang 

merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah: 

• Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 

• Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta 

• Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. 

Pengaturan dan Pengawasan Bank 

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia 

menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau 

kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan 

mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan 

ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. 

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan 

mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, 

penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan 

dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan 

kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Di bidang pengawasan, Bank Indonesia 

melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung 

dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu 

bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis 

dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank. 
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Upaya Restrukturisasi Perbankan 

Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

keuangan dan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah menempuh langkah 

restrukturisasi perbankan yang komprehensif. Langkah ini mutlak diperlukan guna 

memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi, disamping sekaligus meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan kebijakan moneter. 

Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya memulihkan 

kepercayaan masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, 

penyempurnaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank. 

Sistem Pembayaran 

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia 

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan 

pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN 

ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (robust). Jadi, semakin lancar 

dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang 

bersifat time critical. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah 

stabilitas nilai tukar. 

BI adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai 

otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan 
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SPN. Selain itu, BI juga memiliki kewenangan memeberikan persetujuan dan 

perizinan serta melakukan pengawasan (oversight) atas SPN. Menyadari kelancaran 

SPN yang bersifat penting secara sistem (systemically important), bank sentral 

memandang perlu menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui 

infrastruktur BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). 

Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai 

penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. 

Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan 

mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut, 

menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran. 

Berbekal kewenangan itu, BI pun menetapkan sejumlah kebijakan dari 

komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di 

Indonesia. BI juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihak 

yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI juga 

berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem 

pembayaran. Ambil contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh 

atau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan 

menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem settlement. Pada akhirnya 

BI juga mesti menetapkan kebijakan terkait pengendalian risiko, efisiensi serta tata 

kelola (governance) SPN. 

Di sisi alat pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya 

lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta 
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mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran 

BI dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa 

berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam 

nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi 

yang layak edar (clean money policy). Untuk mewujudkan clean money policy 

tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan 

penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang. 

Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan 

perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga 

kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia 

meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat 

pemalsuan, nilai intrinsik serta masa edar uang. Selain itu dilakukan pula 

perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak 

selama satu tahun kedepan. Berdasarkan perencanaan tersebut kemudian dilakukan 

pengadaan uang baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin 

terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan. 

Uang Rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan atau 

diedarkan di seluruh wilayah melalui Kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang 

Rupiah di setiap kantor Bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan, 

keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu 

tertentu. Kegitan distribusi dilakukan melalui sarana angkutan darat, laut dan udara. 
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Untuk menjamin keamanan jalur distribusi senantiasa dilakukan baik melalui 

pengawalan yang memadai maupun dengan peningkatan sarana sistem monitoring. 

Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank 

umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan 

melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang Rupiah. Sedangkan kepada 

masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket 

penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerjasama dengan 

perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil. 

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank 

Indonesia adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi 

tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang 

dari peredaran dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang 

palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang Rupiah yang 

dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau 

pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia. 

Sementara itu untuk menjaga menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi 

yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan 

uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik 

dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna dan uang yang sudah tidak layak 

edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh 

jasa pihak ketiga yang dengan pengawasan oleh tim Bank Indonesia (BI). 
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4.2 Profil Singkat Perusahaan Sampel 

4.2.1 PT. Bank BNI Syariah 

BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula bernama 

Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT 

BNI, Persero, Tbk. Sejak 2010, Unit Usaha BNI Syariah berubah menjadi bank 

umum syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah 

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem 

perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan 

dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan 

yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, 

pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI 

dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan 

Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang 

dan 31 Kantor Cabang Pembantu. 

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor 

Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet 

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional 

perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. 

Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma’ruf 

Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah 

memenuhi aturan syariah. 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 

12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada 
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PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 

ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 

2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya 

BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan 

Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif 

yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah 

Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping 

itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat 

dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin 

meningkat. 

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 

Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 

Payment Point. 

Visi Dan Misi BNI Syariah 

Visi BNI Syariah adalah “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang 

unggul dalam layanan dan kinerja” 

Misi BNI Syariah yaitu sebagai berikut : 

• Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian 

lingkungan. 

• Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah. 

• Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 

• Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan 

berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 
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• Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah 

 

4.2.2 PT. Bank Mega Syariah 

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan 

pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI 

No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui 

Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 

2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum 

konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika 

Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui 

Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT 

Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan 

Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut 

dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian 

bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. 

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, 

pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo 

BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, 

yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai 

dengan sekarang, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia 

No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama 

menjadi PT Bank Mega Syariah. 
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Untuk mewujudkan visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", CT 

Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung 

jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah 

terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan 

dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan 

mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang 

semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, 

sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham 

(RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi 

Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi 

Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp787,204 miliar. 

Di sisi lain, pemegang saham bersama seluruh jajaran manajemen Bank Mega 

Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip kehati-hatian, serta 

menjunjung tinggi asas keterbukaan dan profesionalisme dalam melakukan 

kegiatan usahanya. Beragam produk juga terus dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat serta didukung infrastrukur layanan perbankan yang 

semakin lengkap dan luas, termasuk dukungan sejumlah kantor cabang di seluruh 

Indonesia. 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengukuhkan 

semboyan "Untuk Kita Semua", pada 2008, Bank Mega Syariah mulai memasuki 

pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi tersebut ditempuh karena ingin berperan 

lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat yang mayoritas memang 

berbisnis di sektor usaha mikro dan kecil. 
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VISI : Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa. MISI : Bertekad 

mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku 

kepentingan, Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama 

sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal, Senantiasa meningkatkan 

kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

 

4.2.3 PT. Bank Muamalat Indonesia 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai 

perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 

1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas 

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 

(ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah 

Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 

H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produkproduk 

keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun 

Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-

Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain 

itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan 

tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang 

diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum 

Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip 

pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile 
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banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi 

pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri 

perbankan syariah. 

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai 

Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan 

Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

(HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di 

Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi 

tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri 

perbankan Indonesia. 

  

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan 

sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. 

Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala 

Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang 

mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 363 

kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga 

didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 1.337 unit ATM Muamalat, 

120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 103 Mobil Kas Keliling (mobile 

branch) serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia 

Electronic Payment (MEPS). 
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Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia 

melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness 

terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun 

terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara 

nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa 

entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia 

Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) 

yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, 

dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana 

Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS). 

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi 

entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan 

strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju 

mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia 

with Strong Regional Presence”. 

VISI : “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong 

Regional Presence”. Misi : Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul 

dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan 

berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami 

dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai 

kepada seluruh pemangku kepentingan. 
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4.2.4 PT. Bank Syariah Mandiri 

“Hadir dengan Cita-Cita Membangun Negeri”. Nilai-nilai perusahaan yang 

menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap 

insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. 

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah  

sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana 

diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis 

multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam 

dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, 

tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional 

yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. 

Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan 

merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. 

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh 

Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota 

Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut 

dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang 

investor asing. 

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat 

bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi 

satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. 

Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. 
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Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan 

konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. 

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah 

di  kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU 

No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi 

syariah (dual banking system). 

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan 

UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank 

Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim 

Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan 

infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional 

menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank 

Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 

tanggal 8 September 1999. 

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh 

Gubernur Bank Indonesia  melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 

Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank 

Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT 

Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT 

Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 

1420 H atau tanggal 1 November 1999. 

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh  sebagai bank yang mampu 

memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan 
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operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang 

menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di 

perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju 

Indonesia yang lebih baik. 

 

4.2.5 PT. Bank BCA Syariah 

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa 

tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin 

bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka 

berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan 

Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) 

mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya 

menjadi PT. Bank BCA Syariah. 

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan 

Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, 

S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan 

nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut 

telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat 

Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal 

yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga 

kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 

0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance. 
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Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum 

syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI 

No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin 

tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank 

umum syariah. 

VISI : Menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat. MISI : 1). 

Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa 

keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan 

yang lebih baik bagi nasabah. 2). Membangun institusi keuangan syariah yang 

unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan 

bagi nasabah bisnis dan perseorangan. 

 

4.2.6 PT. Bank Jabar Banten Syariah 

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha 

Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada 

tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa 

Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah 

pada saat itu. 

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, 

manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 

berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta 

mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share 

perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT 
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Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk 

menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. 

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 

2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat 

oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 

26 Januari 2010. 

Pada saat pendirian bank bjb syariah memiliki modal disetor sebesar 

Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah), kepemilikan saham bank bjb 

syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 

dan PT Global Banten Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus 

sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar 

Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah). 

Pada tanggal 6 Mei 2010 bank bjb syariah memulai usahanya, setelah 

diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 

April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Divisi/Unit Usaha 

Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi 

cikal bakal bank bjb syariah. 

Kemudian, pada tanggal 21 juni 2011, berdasarkan akta No 10 tentang  

penambahan modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna dan 

telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
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nomor AHU-AH.01.10-23713 Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT Banten Global 

Development menambahkan modal disetor sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar 

rupiah), sehingga saham total seluruhnya menjadi Rp. 507.000.000.000 (lima ratus 

tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima 

milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.12.000.000.000 

(dua belas milyar rupiah). 

Pada tanggal 31 Juli 2012, berdasarkan akta nomor 27 perihal Pelaksanaan 

Putusan RUPS Lainnya Tahun 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

dan Banten, Tbk dan PT Banten Global Development menambahkan model disetor 

sehingga total modal PT Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebesar Rp 

609.000.000.000,- (enam ratus sembilan milyar rupiah), dengan komposisi PT 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp 

595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten 

Global Development sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) 

Akta Pendirian PT. Bank Jabar Banten Syariah terakhir diubah dengan Berita 

Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya nomor 03 tanggal 19 Februari 2014 

yang dibuat dihadapan Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H., M.kn, dan disahkan 

dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH-

04317.AH.01.10-10438 

Hingga saat ini bank bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota 

Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, 44 

(empat puluh empat) kantor cabang pembantu, 54 (empat puluh enam) jaringan 
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Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, 

Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama. Pada tahun 2013 

diharapkan bank bjb semakin memperluas jangkauan pelayanannya yang tersebar 

di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. 

 

4.2.7 PT. Bank Panin Syariah 

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (“Panin Dubai Syariah Bank”), 

berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. 

Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat. 

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang 

lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di 

bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai 

Syariah Bank mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 

Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi 

sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009. 

 VISI : Bank Syariah pilihan yang menjadi Role Model berbasiskan 

Kemitraan dan Ekonomi Rakyat. MISI yaitu sebagai berikut : 

1. Menyediakan produk dan layanan yang kreatif, inovatif dan mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat 

2. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat 

3. Mengembangkan sumber daya insani berintegritas dan profesional berlandaskan 

nilai-nilai spiritual berbasis sistem merit 
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4. Menerapkan tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian yang terintegrasi 

sesuai prinsip syariah. 

5. Meningkakan nilai tambah kepada stakeholder. 

 

4.2.8 PT. Bank Syariah Bukopin 

Bank Syariah Bukopin adalah lembaga keuangan yang berjenis Jasa 

Keuangan Perbankan. Sebagai salah satu bank nasional di Indonesia, sejarah 

Perseroan dimulai pada 1990 dengan meleburnya 2 (dua) bank pasar, yakni BPR 

Gunung Sindoro dan BPR Gunung Kendeng di Samarinda, Kalimantan Timur. 

Proses peleburan ini termaktub dalam Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 dan 

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1659/KMK.013/1990 tanggal 31 

Desember 1990. Dengan peleburan ini, statusnya pun meningkat menjadi bank 

umum dengan nama PT Bank Swansarindo International. Berdasarkan Surat 

Keputusan Bank Indonesia Nomor 24/I/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991, PT 

Bank Swansarindo International memperoleh izin usaha sebagai bank umum dan 

pemindahan kantor pusat ke Jakarta. 

Dalam perkembangannya, atas dasar pertimbangan bisnis pada akhir 2002, 

Muhammadiyah, salah satu organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, 

mengakuisisi PT Bank Swansarindo International. Dengan persetujuan Bank 

Indonesia (BI) yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Nomor 5/4/KEP. 

DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 dan dituangkan dalam Akta Nomor 109 tanggal 

31 Januari 2003, PT Bank Swansarindo International berubah nama menjadi PT 

Bank Persyarikatan Indonesia. 
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Untuk mengembangkan  bisnis perusahaan, selama 2005-2008 PT Bank 

Bukopin, Tbk. terlibat dalam asistensi kegiatan operasional PT Bank Persyarikatan 

Indonesia. Tambahan modal juga diberikan PT Bank Bukopin, Tbk. untuk 

memperkuat bisnis PT Bank Persyarikatan Indonesia. Setelah beberapa tahun di 

bawah asistensi PT Bank Bukopin, Tbk. dan melihat peluang bisnis di perbankan 

syariah, PT Bank Persyarikatan Indonesia mengubah arah bisnisnya dari bank 

konvensional menjadi bank syariah. Izin usaha berdasarkan prinsip syariah pun 

diperoleh dari Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur 

Bank Indonesia Nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008. Atas 

dasar surat keputusan tersebut, nama PT Bank Persyarikatan Indonesia berubah 

menjadi PT Bank Syariah Bukopin. Secara resmi Perseroan melakukan kegiatan 

operasional berdasarkan prinsip syariah pada Selasa, 11 Zulhijah 1430 H atau 9 

Desember 2008. 

 

4.2.9 PT. Bank Maybank Syariah Indonesia 

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia” atau “Bank”) 

adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari 

grup Malayan Banking Berhad (Maybank), salah satu  grup penyedia layanan 

keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, PT Bank Maybank Indonesia Tbk 

bernama PT Bank Internasional Indonesia (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, 

mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya 

sebagai perusahaan terbuka di bursa efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah 

merger menjadi Bursa Efek Indonesia) pada 1989. 
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Maybank Indonesia merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang 

terkoneksi dengan jaringan regional maupun internasional Grup Maybank. Per 31 

Desember 2016 Maybank Indonesia memiliki 428 cabang termasuk cabang Syariah 

dan kantor fungsional mikro yang tersebar di Indonesia serta dua cabang luar negeri 

(Mauritius dan Mumbai, India), 19 Mobil Kas Keliling dan 1.633 ATM termasuk 

CDM (Cash Deposit Machine) yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM 

tergabung dalam jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS dan 

terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura dan Malaysia melalui 

jaringan MEPS. 

Maybank Indonesia menyediakan serangkaian produk dan jasa komprehensif 

bagi nasabah individu maupun korporasi melalui layanan Community Financial 

Services (Perbankan Ritel dan Perbankan Bisnis) dan Perbankan Global, serta 

pembiayaan otomotif melalui entitas anak yaitu WOM Finance untuk kendaraan 

roda dua dan Maybank Finance untuk kendaraan roda empat. Maybank Indonesia 

juga terus mengembangkan layanan dan kapasitas E-banking melalui Mobile 

Banking, Internet Banking dan berbagai saluran lainnya. 

Visi : Menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia, yang 

didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif unuk 

menciptakan nilai dan melayani komunitas. Misi : 

• Humanising Financial Services 

• Menyediakan akses yang nyaman bagi masyarakat untuk mendapatkan produk 

dan layanan perbankan 

• Memberikan persyaratan dan harga yang wajar 
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• Memberikan advice kepada nasabah berdasarkan kebutuhan 

• Berada di tengah komunitas 


